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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permodalan Koperasi

2.1.1 Pengertian Modal 

Pada umumnya yang dimaksud  dengan modal adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk usaha. Apabila seseorang bermaksud menjalankan usaha, maka dia akan memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang – barang yang akan dipergunakan dalam usahanya. Dalam pengertian diatas modal dikatakan sebagai sejumlah uang. Pengertian modal tidak hanya terbatas pada sejumlah uang saja, melainkan juga termasuk barang–barang yang digunakan untuk usaha.

Perusahaan didalam menjalankan aktifitasnya membutuhkan modal yang baik, sehingga segala usaha yang dijalankan perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Pemenuhan kebutuhan modal diperusahaan berdasarkan sumbernya.

Menurut Bambang Riyanto (2001:209)

“Modal dibedakan menjadi dua, yaitu sumber intern perusahaan dan sumber ekstern perusahaan“.

Menurut IAI (2002:211)

“Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut“.

Menurut Ardiyos (2005:154) 

“Modal adalah kepentingan ekuiti dalam bisnis yang merupakan perbedaan antara aktiva dengan kewajiban“.

Dapat dikatakan bahwa modal merupakan pemilik ekuiti dalam bisnis yang merupakan perbedaan antara aktiva dengan kewajiban. Disebut juga ekuiti atau kekayaan neto dalam suatu penanaman modal merupakan ekuiti pemegang saham. Saham modal sendiri dari saham biasa dan preferen.

Seperti diketahui bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal, karenanya masih banyak yang berpendapat bahwa dalam koperasi kedudukan modal tidak penting. Sebagai perkumpulan yang menjalankan usaha dalam bidang perekonomian koperasi banyak membutuhkan modal, sehingga modal merupakan komponen penting tetapi modal disini bukan  yang utama daripada orang–orang yang menjadi anggota koperasi. Agar dapat tumbuh dan berkembang  dengan baik, maka modal diperlukan koperasi untuk pengorganisasian, fasilitas–fasilitas fisik, pelaksanaan usaha, dan membelanjai para anggota untuk berproduksi.

2.1.2 Jenis Modal Dalam Koperasi

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai (2001:28)

“Modal yang ada dalam koperasi itu sendiri dari modal aktif dan modal pasif“.

Dari kutipan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Modal Aktif

Sebagai modal usaha, dan koperasi akan mempunyai :

a.  Modal Lancar 

 Berupa uang tunai, simpanan di bank, persediaan–persediaan barang,piutang atau tagihan–tagihan, persediaan bahan dan persediaan barang dalam pengolahan  yang kemampuannya merupakan modal beredar dan diarahkan untuk dapat menciptakan pendapatan.

b.  Modal Tetap 

 Berupa benda–benda tetap dalam tanah, gudang, peralatan dan lainnya, yang mendorong koperasi berusaha sehari–hari menciptakan atau jasanya untuk dijual kepada anggota dan umum sebagai konsumen.

2. Modal Pasif 

Nilai–nilai modal yang diperoleh koperasi baik dari para anggota maupun dari bukan anggota. Yang merupakan sumber modal yang diperjanjikan dengan para pemilik awalnya, yang dapat kita kategorikan sebagai berikut :

A. Utang Jangka Pendek 

a. Simpanan sukarela dalam bentuk giro, yang harus dikembalikan sewaktu–waktu diminta oleh penyimpan yang bersangkutan.

b. Biaya–biaya yang belum dibayar, seperti biaya–biaya yang sudah waktunya dibayar, tetapi belum sempat dibayarkan kepada yang bersangkutan.

c. Pajak yang terutang  yang merupakan pajak yang sudah diperhitungkan jumlahnya, tetapi belum sempat dibayar.

d. Dana–dana lain yang sudah dekat waktu penyerahan atau penggunaanya, seperti sudah kurang dari satu tahun.

B. Utang Jangka Panjang

a. Simpanan wajib ditentukan oleh peraturan dan dapat dibayar dikembalikan bila diminta oleh  yang bersangkutan. Bila waktu yang diperjanjikan sudah habis sekalipun simpanan itu diterima dari anggota.

b. Simpanan suka rela yang berbentuk deposito berjangka, mengingat harus dikembalikan kepada penyimpan bila jangka waktu penyimpanannya telah habis.

c. Dana–dana lain yang masih lama jangka waktu pengembalian atau waktu penggunaannya, seperti lebih lama dari satu tahun.

C. Modal (Sendiri) Koperasi 

a. Simpanan pokok, sebagai penyertaan tiap anggota dalam pemilikan koperasi, sampai memperoleh suara sama banyaknya diantara sesame anggota.

b. Bantuan–bantuan yang syah, yaitu demanted capital pendorong kemajuan untuk koperasi.

c. Cadangan, penyisihan sebagian dari sisa hasil usaha koperasi, yang disediakan untuk menutup kerugian yang di derita oleh koperasi.

d. Sisa hasil usaha koperasi selama belum ada penetapan pembagiannya oleh rapat anggota.

 Dengan gambaran struktur modal dalam koperasi, maka dapat kita ketahui mana modal usaha, modal kreditur atau modal asing, dan modal sendiri pada koperasi. 

2.2   Modal Sendiri 

2.2.1Pengertian Modal Sendiri

         Menurut PSAK NO.27 (2002:275) menyatakan bahwa:
Modal anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.

Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Menurut Undang–Undang No.25 Pasal 41 menyatakan bahwa:

“Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah“.

Maka simpanan anggota dalam koperasi menurut Hadiwidjaja dan

Rivai (2000:3)

Modal pemilik yang disebut juga modal sendiri,  yang bagi koperasi–koperasi, perseroan terbatas dan bentuk usaha lain yang bersifat partnership, modal pemilik itu akan terdiri dari berbagai komponen menurut ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasarnya sendiri–sendiri.

Dapat dikatakan bahwa modal pemilik itu, terdapat dalam neraca disebelah kredit atau pasiva. Itulah sebabnya modal yang ditarik dari luar disebut modal pasif. Sedangkan disebelah debet kita akan mendapatkan bagian lain yang disebut modal aktif. Disebut modal aktif adalah karena berada pada sebelah debet neraca atau disebelah aktiva, dan kedua modal itu bekerja untuk berproduksi sehingga produktif dan aktif.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2002:207) menyatakan bahwa:
“Modal sendiri adalah modal yang mengandung resiko atau disebut modal ekuitas. Yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah”.

Dengan ditetapkannya modal sendiri sebagai modal ekuiti koperasi, maka kedudukan simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi kuat, seperti halnya saham pada perseroan terbatas. Karena itu istilah dan pengertian simpanan pokok dan simpanan wajib secara hukum adalah baku dan normatif. Sebagai istilah dan pengertian yang baku, maka bentuk dan nilai simpanan pokok dan simpanan wajib harus dibuat dengan standar tertentu sebagai suatu surat berharga. Dengan demikian, bentuk dan nilai simpanan pokok simpanan wajib memiliki kekuatan hukum dan kepentingan hukum, surat berharga tersebut dapat berbentuk sertifikat dengan nilai nominal tertentu dan dipegang serta dimiliki oleh para anggota koperasi. 

Menurut IAI (2004:2005) menyatakan bahwa :

Modal anggota adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.


Dapat dikatakan bahwa modal anggota itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang harus dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut. 

2.2.2 Macam–Macam Modal Sendiri 

Menurut Hendar dan Kusnadi (2002:207) menyatakan bahwa :

“Modal sendiri atau simpanan anggota terdiri dari simpanan pokok , simpana wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah“.

   Dari kutipan tersebut diatas, maka simpanan anggota tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok merupakan setoran modal atas nama penyetor untuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini akan tetap tercatat dan ada dalam koperasi selama sesorang menjadi anggota koperasi, karena dalam ketentuan koperasi yang dengan sendirinya akan atau harus terdapat dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi masuk atau keluar dari keanggotaan koperasi bebas dilakukan, maka dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi otomatis simpanan ini akan berkembang naiknya jumlahnya dan sebaiknya jumlah simpanan ini akan menurun jika ada anggota koperasi yang keluar seperti :

a. Karena pindah tempat kedudukan dan simpanan pokok atas namanya diminta kembali, kemudian oleh koperasi dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan atau meminta sendiri untuk keluar dari keanggotaan koperasi karena alasan lain.

b. Karena anggota koperasi (perorangan) pada sebuah koperasi primer meninggal dunia dan simpanan pokok atas namanya dikembalikan melalui panotia pembubaran koperasi yang bersangkutan tersebut. 

c. Karena dipecat, simpanan pokok anggota secara pembukuan harus dikembalikan pada anggota yang bersangkutan

Selama apapun seseorang atau suatu perkumpulan koperasi menjadi anggota koperasi, simpanan pokoknya akan dibayarkan kembali (saat ia keluar dari keanggotaan koperasi) sejumlah yang sama saat ia menyetor simpanan tersebut saat ia masuk keanggotaan koperasi. Simpanan pokok tidak mengalami perubahn dalam ukuran satuan moneternya.

Menurut IAI (2004:272) menyatakan bahwa:

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya  yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Menurut Undang–Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 menyatakan bahwa:

“Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota“. 

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai (2001:9) menyatakan bahwa:
Simpanan pokok dalam koperasi merupakan setoran anggotanya yang masing–masing sama banyaknya. Secara langsung memberikan ciri sesorang atau badan hukum koperasi telah menjadi anggota koperasi. Dan simpanan pokok merupakan simpanan permanen anggota atau modal permanen koperasi

Dengan demikian dan dikuatkan dengan ketentuan yang menyatakan simpanan pokok selama seseorang atau badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi yang bersangkutan, tidak boleh diambil, maka simpanan pokok tergolong kepada kelompok modal pemilik koperasi atau modal sendiri koperasi.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib dalam koperasi, ada yang mengaturnya dalam Anggaran Dasar dengan menyatakan bahwa : 

Tiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya dan waktu membayarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. Uang simpanan wajib tersebut dapat diambil kembali atau diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan dala Rapat Anggota

Simpanan wajib ini, tidaklah merupakan modal permanen dari pda koperasi. Undang–Undang koperasi memberikan petunjuk untuk diatur oleh koperasi sendiri, baik dalam Anggaran Dasarnya maupun dalam Anggaran Rumah Tangganya. Simpanan wajib itu dapat diambil kembali setelah jangka waktu yang ditentukannya habis. Kondisi seseorang atau Badan Hukum koperasi masih menjadi anggota koperasi yang bersangkutan.  

Menurut IAI (2004:24) menyatakan bahwa:

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota

Simpanan wajib yang harus dan wajib disetor oleh anggota kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dan terlepas dari pada jangka waktu simpanan wajib itu dijanjikan oleh koperasi dan anggotanya, berapa lama simpanan itu harus atau akan berada dalam koperasi, mengingat ia ditentukan dapat kembali selama seseorang atau Badan Hukum koperasi menjadi anggota maka simpanan wajib itu ditinjau dari tubuh organisasi intern koperasi, pada hakikatnya merupakan kewajiban atau utang koperasi.

Menurut  Hadiwidjaja dan Rivai (2001:10) menyatakan bahwa:
“Simpanan wajib ini sebagai modal yang dipergunakan oleh koperasi diberikan jasa modal tertentu dan tidak diberikan deviden“.

Maka dari keterangan diatas, dapat diketahui kriteria simpanan wajib pada koperasi adalah :

1. Simpanan wajib harus disetor oleh setiap anggota dalam jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus, menurut jumlah kesanggupannya dengan angka minimal yang tidak lebih kecil dari ketentuannya.

2. Simpanan wajib dapat dikembalikan kepada anggota menurut ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan, adapun masih menjadi anggota.

3. Simpanan wajib tidak turut serta menanggung dalam likuidasi (jika koperasi dibubarkan dan ternyata kekayaannya tidak cukup untuk melunasi utang–utangnya dan perjanjiannya, maka sekalian anggota menanggung untuk kekurangannya seimbang dengan hak suaranya masing–masing satu kali simpanan pokok.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yang ada pada koperasi itu diduga merupakan modal asing atau luar dan bukan modal sendiri koperasi, adapun simpanan ini diterima koperasi dari anggotanya.

Menurut Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang menyatakan bahwa:

“Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, dapat dimintai kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, uang simpanan sukarela yang merupakan giro dapat dimintai kembali setiap waktu “.

Menurut Undang–Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 menyatakan bahwa:

“Simpanan sukarela dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota“.

Simpanan sukarela ini tidak mempunyai ikatan tentang lamanya anggota dan atau bukan anggota dapat menyimpan secara sukarela dalam koperasi. Simpanan sukarela ini bisa berjangka panjang atau berjangka pendek, dan merupakan bukan modal sendiri dalam koperasi.

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai (2001:11) menyatakan bahwa:
“Simpanan sukarela dalam koperasi, merupakan kewajiban atau utang koperasi yang secara hati–hati perlu dianggap sebagai utang jangka pendek”

Maka dapat diperoleh kriteria–kriteria dari simpanan sukarela tersebut pada koperasi yaitu :

1. Dibayar kembali pada penyimpan disaat habis jangka waktu penyimpanan menurut perjanjian atau peraturan, bila simpanan sukarela itu merupakan deposito berjangka.

2. Dibayar kembali kepada penyimpan sewaktu–waktu, bila penyimpan meminta kembali simpanan tersebut, jika simpananya berupa giro.

3. Tidak turut menanggung dalam likuidasi.

Dengan melihat kriteria tersebut, tidak ada satupun yang menunjukkan simpanan sukarela dalam koperasi untuk dapat dianggap sebagai komponen modal sendiri koperasi, maka simpanan sukarela dalam koperasi itu tidak dapat dikategorikan sebagai modal sendiri koperasi tetapi merupakan bagian dari pada utang – utang koperasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

4) Dana Cadangan 

Pembagian sisa hasi usaha koperasi, tampak banyak memperhatikan kepentingan koperasi. Hakikatnya kepentingan para pemilik karena koperasi itu adalah milik para pemiliknya. Seperti dalam pemupukan cadangan, cadangan dinyatakan sebagai kekayaan koperasi yang dicadangkan untuk menutupi kerugian. Sehingga tidak boleh dibagikan diantara anggota. Sedangkan cadangan itu sendiri ada atau timbul karena penyisihan dari sisa hasil usaha koperasi yang bersangkutan.

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai (2001:22) memberikan kriteria tentang cadangan dalam koperasi itu sebagai berikut:

1. Berasal dari penyisihan sisa hasil usaha.

2. Diperuntukkan penutupan kerugian–kerugian yang mungkin timbul.

3. Tidak boleh dibagikan diantara para anggota.

Kriteria tersebut memberikan petunjuk antara lain:

1. Sebagai jaminan untuk menanggung kerugian bila kerugian itu ada. Tugas lebih diutamakan dulu dari pada kewajiban anggota dalam menaggung kerugian.

2. Tidak dimiliki oleh pihak manapun, kecuali oleh koperasi.

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk kerugian koperasi bila diperlukan.

Menurut IAI (2004:25) menyatakan bahwa:

“Cadangan merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang disishkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan Rapat Anggota”

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai (2001:12) menyatakan bahwa:
“Cadangan koperasi sebagai hasil penyisihan dari hasil sisa usahanya tergolong kepada modal sendiri koperasi“

Menurut Sutantya R.H (2001:1997) menyatakan bahwa:

“Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan“.

Dari penjelasan diatas bahwa dana cadangan merupakan hasil penyisihan dari sisa hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dari Anggaran Dasar dan tidak dibagikan meskipun koperasi itu dibubarkan. Karena pada masa pembubaran ini oleh penyelesai pembubaran cadangan itu dipakai untuk menyelesaikan hutang–hutang koperasi, kerugian–kerugian koperasi, biaya–biaya penyelesaian, dan lain–lain. Dan dapat dikategorikan dalam koperasi sebagai bagian dari pada modal sendiri koperasi.

5) Hibah.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2002:207) menyatakan bahwa:
“Hibah merupakan sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta  mengembangkan koperasi, dan hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan”.

Maka dapat dikatakan bahwa hibah ini diterima oleh koperasi dari pihak lain atau pihak tertentu yang merupakan sumbangan bagi koperasi dalam upayanya untuk membantu mengembangkan koperasi dan hibah ini tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi yang bersangkutan belum dibubarkan.

Menurut Sutantya R.H (2001:97) menyatakan bahwa:

 Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diharapkan atau dituliskan seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum dia meninggal dunia.

Modal koperasi merupakan hibah ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap, yang bertubuh maupun tidak. Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah kepada koperasi ini dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atau barang atu benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (hand to hand). Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat–syarat hukum tertentu untuk syahnya suatu pemindahan hak milik atau benda tetap.

	2.2.3 Pembiayaan Usaha Koperasi Melalui Pemupukan Modal Sendiri

	Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi harus selalu berpartisipasi  kepada kesejahteraan anggotanya secara adil yang pada gilirannya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar koperasi itu berada, melalui pelayanan kebutuhan anggotanya. Karena itu, koperasi tidak berorientasi kepada keuntungan lembaga koperasinya, tetapi kepada keuntungan anggotanya. Kalaupun ada perhitungan untuk keuntungan, itu hanya untuk menjaga agar nilai modal koperasi tidak susut karena inflasi. Untuk menjalankan fungsi pelayanan terhadap anggotanya, koperasi memerlukan modal sesuai dengan keberadaan koperasi adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk menolong diri sendiri anggotanya secara bersama-sama, maka prinsip kemandirian sangatlah kental pada lembaga koperasi. Anggota koperasi pada umumnya kondisi ekonominya lemah. Karena itulah mereka membentuk koperasi agar saling menolong dengan azas kekeluargaan. Barangkali untuk kaum yang berlebih uangnya melirik sebelah mata pada koperasi karena mereka bisa membeli apa saja dengan uangnya sendiri. Pada kesempatan ini pula penulis mengimbau kepada kaum yang berlebih uangnya agar menyimpan sebagian uangnya di koperasi. Hal ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan.



2.3   Sisa Hasil Usaha

2.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Laba netto seperti halnya dalam dunia usaha dilaporkan pada akhir tiap periode pada koperasi disebut siasa hasil usaha. Dalam memahami kemungkinan kedalam modal mana dalam koperasi dikategorikan, bila koperasi itu memperoleh sisa hasil usaha. Dapat dilihat dari Anggaran Dasar, Anggaran Koperasi ialah bahwa, Neraca dan Laba/Rugi (“Nota bene sisa hasil usaha koperasi, terdapat dalam daftar laba/rugi), termasuk kepada salah satu acara pengesahan Rapat Anggota yang harus diselenggarakan selambat–lambatnya enam bulan setelah penutupan tahun buku.

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat secara langsung memperinci kriteria sisa hasil usaha koperasi itu, seperti  berikut:

1. Terdapat dalam Neraca dan Laba/Rugi koperasi, setiap akhir periode yang dilaporkan dan sisahkan dalam Rapat Anggota yang selambat – lambatnya berlangsung setelah enam bulan sejak penutupan tahun buku. Dibagikan menurut keputusan Rapat Anggota 

2. Mempunyai sifat yang permanen sejak diperoleh angka yang  pasti disaat atau hari penutupan tahun buku sampai ada keputusan Rapat Anggota.

Atas dasar kriteria tesebut yang tidak memberikan tanda–tanda bahwa sisa hasil usaha koperasi dipengaruhi keputusan eksternal koperasi, maka selama tidak ada keputusan lain yang diambil oleh Rapat Anggota koperasi sendiri, sisa hasil usaha koperasi adalah bagian dari modal sendiri koperasi.

Menurut Undang–Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 45 menyatakan bahwa:

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lannya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan 

2. Sisa hasil usah setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing–masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Dengan mengacu pada pengertian diatas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linier antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh pemilik saham yang proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. 

Menurut Soemarso (2005:208)  menyatakan bahwa :

“Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban–beban dari tahun buku yang bersangkutan”. 

   Dalam koperasi dimana sisa hasil usaha itu sudah dinyatakan secara jelas dalam pernyataan tersebut diatas dan yang pada hakikatnya sisa hasil usaha tersebut sama dengan laba untuk perusahaan lain 

Sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing–masing anggota. Disamping itu, sisa hasil usaha juga digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan Rapat Anggota.

Menurut Soemarso (2005: 208) bahwa pembagian sisa hasil usaha bila di ikhtisarkan adalah sebagai berikut:
“Anggota, cadangan koperasi, bagian pengurus, bagian pegawai atau karyawan, program pendidikan koperasi, program pembangunan daerah kerja, program sosial“.

Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing–masing penggunaan ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Dibawah ini terdapat contoh laporan neraca koperasi . 

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai

Tabel 2.1

Contoh : Neraca Koperasi “ A “ Tgl…......

	I.

II


	AKTIVA :

1. 1. Aktiva lancar :

2. 1.1 Kas                                                       Rp.  xxx

3. 1.2 Bank                                                             xxx

4. 1.3 persediaan                                                    xxx

2 .Aktiva Tetap :     

    2.1 Tanah                                                   Rp. xxx       

    2.2 Gedung                                                       xxx

    2.3 Peralatan                                                     xxx  

3. Aktiva Linnya

     Penyertaan

     Jumlah Aktiva

PASIVA DAN MODAL 

1. Utang Jangka Pendek

   1.1 Utang dagang                                        Rp. xxx

   1.2 Pajak belum dibayar                                     xxx

   1.3 Simpanan sukarela                                       xxx

2. Utang Jangka Panjang

    1.1 Simpanan wajib                                    Rp. xxx

    1.2 Smpanan sukarela berjangka panjang         xxx

    1.3 Rupa – rupa dana                                        xxx 
3. Modal Sendiri :

    3.1 Simpanan pokok                                   Rp. xxx

    3.2 Cadangan                                                     xxx

    3.3 Modal donasi                                               xxx

    3.4 Sisa hasil usaha                                           xxx

    Jumlah Pasiva dan Modal                           
	Rp.  xxx

Rp.  xxx

Rp.  xxx

Rp.  xxx

Rp.  xxx

Rp.  xxx

Rp.  xxx

Rp.  xxx


2.3.2 Macam–Macam Sisa Hasil Usaha

Menurut Soemarso (2005:218) menyatakan bahwa :

“Sisa hasil usaha terbagi menjadi dua yaitu, sisa hasil usaha belum dibagi dan sisa hasil usaha sudah dibagi“.

Dari kutipan tersebut diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Usaha Belum Dibagi

Pos ini merupakan saldo sisa hasil usaha yang belum dibagi. Dalam contoh laporan keuangan koperasi diatas, saldo sisa hasil usaha yang tercantum dalam neraca sama dengan sisa hasil usaha yang terdapat dalam perhitungan hasil usaha. Ini berarti bahwa sisa hasil usaha sampai dengan tahun sebelumnya telah dibagikan menurut ketentuan koperasi. Apabila sisa hasil tahun–tahun lalu masih ada yang belum dibagi maka jumlahnya diakumulasikan dengan sisa hasil usaha tahun berjalan.

2. Sisa Hasil Usaha Sudah Dibagi

Pos ini merupakan sisa hasil usaha tahun berjalan yang dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas. Maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan sudah dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Penggunaan sisa hasil usaha diantaranya untuk anggota dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

2.3.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha
Pembagian SHU setiap tahun kepada anggota merupakan pengeluaran uang (cash out) yang berpengaruh terhadap likuiditas modal tahun berikutnya. Koperasi mempunyai kebiasaan membagi habis SHU setiap tahun. Anggota koperasi selalu menghendaki pembagian SHU sebesar-besarnya atau seluruhnya, seperti juga kehendak pemegang saham perusahaan pada umumnya. Koperasi tidak mempunyai kebiasaan menyisihkan bagian SHU yang ditahan atau retained earning, untuk kepentingan likuiditas keuangan tahun berikutnya. Jika likuiditas keuangan terganggu harus diusahakan tambahan pinjaman dari bank dengan bunga tinggi yang menjadi beban koperasi. SHU yang ditahan berbeda dengan pembagian SHU kepada anggota untuk disimpan kembali.

Perusahaan pada umumnya menyisihkan sebagian laba dalam bentuk laba yang ditahan, untuk kepentingan likuiditas tahun berikutnya dan juga untuk mengatur stabilitas tingkat deviden yang dibagi secara wajar. Pada waktu diperoleh laba yang cukup besar dalam tahun buku tertentu, sebagian laba disisihkan untuk laba yang ditahan disamping tetap membagi deviden. Laba yang ditahan muncul kembali dalam neraca tahun buku berikutnya disamping laba tahun yang bersangkutan. Jika tahun berikutnya laba yang diperoleh menurun atau rugi, perusahaan masih dapat membagi deviden dari laba yang ditahan. 

Koperasi juga sebaiknya tidak membagi habis SHU setiap tahun dan menyisihkan sebagian untuk SHU yang ditahan, bukan saja untuk kepentingan likuiditas keuangan tahun berikutnya, tetapi juga untuk stabilitas tingkat SHU yang dibagikan kepada anggota. Koperasi yang umumnya memiliki modal sendiri sangat kecil yang usahanya berkembang besar karena kredit bank atau fasilitas pemerintah, dan sering membagi SHU dalam tingkat yang berlebih-lebihan dibanding dengan jumlah simpanan anggota. 
Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi dan sesuai dengan prinsip–prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip–prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam koperasi, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Pada koperasi dalam pengelolaan pembukuannya, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang berasal dari anggota dengan yang berasal dari non anggota. Oleh sebab itu dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri 

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan


Proses penghitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kunatitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunia, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.
2.4    Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa  Hasil Usaha.

         Modal dan dana tersebut merupakan motor yang menggerakan perusahaan dalam mencapai tujuan, sehingga kemajuan perusahaan banyak bergantung kepada pos–pos ini. Dengan kata lain peningkatan modal akan meningkatkan potensi usaha perusahaan atau koperasi yang bersangkutan.
Unsur yang menentukan pasiva yang berpotensi adalah asal dana, karena besar atau kecilnya manfaat dana tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dan kewajiban perusahaan dalam menggali sumber dana akan memilih sumber dana yang produktif dan yang paling kecil resikonya terhadap keselamatan koperasi

Menurut Sutantya R.H (2001:105) menyatakan bahwa :
Jika koperasi bisa mendapatkan sisa hasil usaha yng cukup banyak maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menambah modal. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan dapat bertambah besar pula.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar modal sendiri disetor, maka akan semakin besar pula keleluasaan perusahaan untuk beroperasi, karena sewaktu–waktu tidak akan mengalami tagihan dari kreditor. Hal ini tentunya diharapkan akan meningkatkan sisa hasil usaha yang dapat diperoleh perusahaan.

16

PAGE  

